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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4/PERMEN-KP/2014 

TENTANG 
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka mengintegrasikan aspek 
gender dalam menyusun kebijakan, program, dan 
kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu 
menerjemahkan pengarusutamaan gender dalam 
proses perencanaan dan penganggaran 
pembangunan kelautan dan perikanan; 

b. bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan 
perencanaan dan penganggaran pembangunan 
kelautan dan perikanan yang responsif gender, 
perlu Pedoman Perencanaan dan Penganggaran 
Responsif Gender Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan tentang Pedoman Perencanaan dan 
Penganggaran Responsif Gender Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 125); 

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 
2010-2014; 

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 126); 
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